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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum pidana islam terhadap
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam
rumah tangga (Studi : Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk)” adalah hasil
penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana analisis pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga
yang terdapat dalam putusan nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk dan Bagaimana
tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor
399/Pid.sus/2017/PN.Mjk.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan
sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang
diperoleh dari pengkajian putusan, dan kepustakaan. Data primer yang digunakan
adalah putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk. Sedangkan data sekunder yang
digunakan adalah berdasarjan literature, buku-buku, jurnal yang mencakup objek
pembahasan yakni tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian data yang
diperoleh dan dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif
dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah tentang dasar pertimbangan hakim dalam
putusan  Nomor  399/Pid.sus/2017/PN.Mjk.  Pertama, majelis  hakim
mempertimbangkan berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi,
keterangan terdakwa, barang bukti, sehingga majelis hakim memperoleh
keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga yang dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo.
Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, pertimbangan majelis hakim dalam
menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada asas lex spesiali derogate lex
generalis yakni ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang
umum, dengan mengabaikan dakwaan penuntut umum kesatu yakni Pasal 44 ayat
(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kedua,
dalam hukum pidana Islam pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan
merupakan bentuk hukuman ta’zir. Karena tindak kekerasan yang terjadi pada
Putusan  Nomor  399/Pid.sus/2017/PN.Mjk  merupaka kekerasan yang
menyebabkan luka-luka ringan. Dengan demikian, hukuman yang dikenakan
dalam tindak pidana ini adalah ganti rugi yang ditetapkan oleh ulil amri.

Menarik kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada penegak hukum
terutama hakim agar dalam menjatuhkan putusan lebih memperhatikan fakta-fakta
yang terdapat dalam persidangan, dan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain seperti yang termuat dalam asas legalitas dan asas lex
spesialis derogate lex generalis.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit sosial dalam masyarakat yang anggotanya terikat
olen adanya hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (anak
kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Setiap keluarga selalu
berusaha menciptakan keharmonisan dengan saling menyayangi dan
melindungi sesama anggota keluarga yang lain. Namun, terkadang suatu
konflik dalam rumah tangga selalu ada akan tetapi dalam menyelesaikan
konflik-konflik dalam rumah tangga terkadang berbeda-beda. Ada yang
menyelesaikan konflik dengan bermusyawarah sehingga konflik yang terjadi
dapat terselesaikan dan tidak berkelanjutan. Adapula yang menyelesaikan
konflik dengan kekerasan sehingga mengakibatkan adanya seorang korban
dari kekerasan tersebut.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah
tangga sering disebut dengan hidden crime (kejahatan tersembunyi). Disebut
demikian, karena memang kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga
adalah perbuatan kekerasan ini terjadi di dalam rumah. Sebenarnya tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan suatu hal yang baru,
karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi yang
terungkap hanyalah beberapa saja. Karena dalam hal ini, keluarga atau istri

(korban) selalu menganggap bahwa kekerasan yang terjadi merupakan aib



keluarga yang harus dirahasiakan dari publik. Tindak kekerasan tersebut dapat
mengenai setiap anggota keluarga, yakni dapat mengenai suami, istri atau
anak. Akan tetapi, kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga lebih sering
menimpa seorang perempuan (istri).

Menurut data Kantor Mentri Pemberdaya Perempuan tingkat kekerasan
terhadap perempuan sangat tinggi sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari
total penduduk indonesia, pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindak
kekerasan dominan yang dialam perempuan indonesia adalah kekerasan dalam
rumah tangga, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau
perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Selanjutnya, pada tahun 2004
LBH APIK Jakarta telah menerima prngaduan 389 kasus kekerasan dalam
rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan
ekonomi, dan kekerasan seksual. Kemudian women’s crisis center mitra
perempuan dijakarta melaporkan ada 879 kasus pengaduan yang diterima
dalam kurun waktu 1997-2002, dan pelaku kekerasan adalah suami. Lembaga
serupa Yyaitu rifka anissa di Yogyakarta menerima 994 kasus kekerasan
terhadap istri di wilayah Jawa Tengah.!

Berdasarkan data diatas tindak kekerasan yang terjadi terhadap
perempuan terutama istri sangat sering terjadi. Penyebab tindak kekerasan
dalam rumah tangga adalah karena ketimpangan atau ketidak seteraan antara
laki-laki dan perempuan. Ketimpangan disebabkan karena laki-laki selalu

berkuasa dan perempuan seakan diperbudak oleh laki-laki (suami). Oleh sebab

! Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologi,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)Hal 2-3



itu, ketimpangan ini harus dihilangkan dengan menghapuskan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawa bab tetang kejahatan tentang
kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam
pasal 285 KUHP, perempuan yang sedang pingsan diatur dalam Pasal 286
KUHP, perempuan dibawah umur Pasal 287 KUHP, dan perkosaan istri
dibawa umur diatur dalam Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan
seksual pasal 294 KUHP, dan penganiayaan terhadap istri diatur dalam Pasal
356 KUHP. Dalam hal penganiayaan terhadap istri Kitab Undang-undang
Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam baba tau pasal tersendiri, melainkan
sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu,
Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai
bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis maupun
kekerasan seksual.

Maka kemudian para akademisi dan praktisi berkerjasama dengan
lembaga bantuan hukum Advokasi perempuan untuk menyusun perundang-
undangan khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selang beberapa
waktu kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hawa segar
bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Setelah diberlakukannya
Undang-undang tersebut, kasus-kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga

tidak lagi ditangani dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan berdasarkan ketentuan khusus
yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan harapan para pencari
keadilan merasa diperhatikan dan dilindungi dengan adanya undang-undang
yang baru.?

Akan tetapi, setelah berlakunya undang-udang khusus tentang
kekerasan dalam rumah tangga, masih dapat ditemukan bahwa perkara tindak
kekerasan dalam lingkup rumah tangga diselesaikan menggunakan ketentuan
hukum yang umum seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Sebagaimana dalam perkara dengan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk hakim
menjatuhkan putusan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga menggunak
an dasar hukum Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, penyelesaian
perkara kekerasan dalam rumah tangga belum berdasarkan asas lex spesialis
derogate lex generalic, yakni ketentuan yang khusus mengenyampingkan
ketentuan yang umum.

Dalam lain hal, pada kenyataannya penegakan hukum kekerasan dalam
rumah tangga mulai melemah. Karena dalam hal ini, korban merasa bahwa
solusi terakhir dari kekerasan yang dialami adalah sebuah percerain. Meskipun
kekerasan dalam rumah tangga merupakan lingkup peradilan umum, maka
hakim pengadilan agama juga harus menguasai tentang Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pedoman penanganan perkara perceraian yang

disebabkan karena KDRT, serta sebagai wawasan untuk disampaikan kepada

2 Ibid., Moerti Hadiati Soeroso, 8



korban bahwa kekerasan yang dialami adalah sebuah tindak pidana yang dapat
dilaporkan kepada pihak kepolisian.?

Islam telah membahas masalah-masalah pernikahan, problem suami
istri, dan menjelaskan secara khusus serta panjang lebar dalam al-qur’an
karim. Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan dalam rumah
tangga ini lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara
suami istri dan masalah tarik al-shalah anak yang berumur 10 tahun setelah
diajari sholat oleh walinya sejak umur tujuh tahun.

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan fisik terhadap istri dapat
dikatakan sebagai jarimah terhadap atas selain jiwa, yakni perbuatan
menyakiti yang tidak sampai menghilangkan nyawanya. Jarimah atas selain
jiwa adalah termasuk dalam jarimah gishas diyat. Jarimah gishas diyat adalah
jarimah yang diancam dengan hukuman pokoknya adalah gishas sedangkan
hukuman penggantinya adalah diat dan ta’zir.* Penjatuhan hukuman terhadap
pelaku bagi jarimah atas selain jiwa didasarkan kepada objek sasarannya.
Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan oleh kepada pelaku dapat
dipertimbangkan oleh ulil amri dengan mempertimbangan kondisi korban
dengan melihat dari luka yang dialami oleh korban.

Dari dasar uraian di atas maka penulis berkepentingan untuk
melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “Tinjauan Hukum Pidana

Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan

* Hukum Online, “Cara Membongkar KDRT Melalui Pengadilan Agama”,
https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol19701/cara-membongkar-kdrt-melalui-peradilan-
agama/, “diakses pada hari Jum’at 18 Mei 2019”.

* Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 19



https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol19701/cara-membongkar-kdrt-melalui-peradilan-agama/
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Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan: Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk).”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah

sebagaimana berikut:

a.

d.

Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk mengenai pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

Hukuman bagi pelaku penganiayaan atau pelukaan menurut hukum
pidana Islam.

Analisis  pertimbangan Hakim Pengadilan Mojokerto dalam
menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga dalam Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk

menurut hukum pidana Islam

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang

lingkup permasalahan yang akan dikaji atau diteliti, yakni :

a. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku
kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga dalam putusan nomor 399/pid.sus/2017/PN.Mjk.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi
pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan
Nomor: 339/Pid.Sus/2017/PN.Mjk?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Putusan Nomor:

339/Pid.Sus/2017/PN.Mjk?

D. Kajian pustaka
Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah penjelasan singkat
terhadap penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan
diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang dilakukan
tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah
ada.
Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain :
1. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenjaraan Bagi Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Studi Putusan

Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 203/Pid.Sus/2011/Pn.Skh yang



ditulis oleh Mulyani Maulidiya, Tahun 2017, Prodi Hukum Pidana
Islam, dalam karyanya yang ditulis memuat tentang kekerasan fisik
yang dilakukan seorang ayah kepada anak kandungnya. Penulis
memfokuskan permasalah yang diteliti mengenai hukuman percobaan
yang dijatunkan Hakim bagi pelaku kekerasan fisik yang dilakukan
oleh anggota advokat kepada anaknya. Perbuatan kekerasan fisik yang
dilakukan merupakan jarimah takzir dalam hukum pidana islam.”

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim
Dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan
Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan: Nomor
295/Pid.Sus/PN.Grt) Ditulis oleh Nur Isnaini Tahun 2018, Prodi
Hukum Pidana Islam. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang
kekerasa seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang ayah
terhadap anak kandungnya sendiri. Penulis menfokuskan penelitian
terhadap masalah pertimbangan hukum dan dasar hukum yang
digunakan Hakim dalam putusan Nomor:295/Pid.Sus/2014/Pn.Grt.
Sedangkan dalam hukum islamnya perbuatan tersebut merupakan
jarimah ta’zir.®

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan-perbedaan dengan

penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini membahas pertimbangan Hakim

dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum pidana

> Mulyani Maulidiya, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenjaraan Bagi Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

® Nur Isnaini, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Dasar Hukum
Hakim Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung,
(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)



Islam perbuatan tersebut merupakan jarimah ta’zir. Sedangkan persamaan
dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti kasus kekerasan

dalam rumah tangga.

E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam
Putusan Nomor: 399/Pid.sus/PN.Mjk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga dalam putusan nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan
sekurang-kurangnya dua aspek :

1. Secara teoritis: memberikan manfaat dan kegunaan dalam pengembangan
ilmu pengetahuan. Terutama pengetahuan tentang penegakan hukum bagi
pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum
pidana Islam. Serta bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum sebagai kajian penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis: penelitian ini berguna bagi para penegak hukum dalam
menegakkan keadilan bagi setiap korban yang mencari keadilan khususnya

penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini
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diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memeriksa, memutus dan
mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya
tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku

kekerasan dalam rumah tangga.

G. Definisi Oprasional

Untuk memperjelas dan mempertegas arah pembahasan masalah yang

diangkat serta mengurangi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini,

maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni

penjelasan sebagai berikut :

1.

Hukum pidana Islam (Figih Jinayah) : pemahaman para ulama tentang
ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh
syara’. Perbuatan-perbuatan yang dilarang disebut dengan jarimah, dalam
pembahasan ini lebih menitik beratkan kepada jarimah gishas-diyat atau
ta’zir.

Pertimbangan Hakim: Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan hakim
yang berkaitan dengan berat ringannya hukuman bagi terdakwa yang
berdasarkan dengan ketentutan peraturan perundangan-undangan yang
terdapat dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Kekerasan dalam rumah tangga : setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
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rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

dalam lingkup rumah tangga.’

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif
dalam kepustakaan (library resreach), yang mengkaji sumber pustaka
seperti putusan, undang-undang, buku, jurnal, artikel dan sebaginya yang
berkaitan dengan tindak pidan kekerasan fisik yang dilakukan dalam
rumah tangga berseta sanksinya, maka data yang ditemukan merupakan
data yang akurat dan konkret.

2. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan tujuan yang telah dirumusakan, maka data yang diperlukan
adalah data yang berkaitan dengan sumber data primer dan sumber data
sekunder yang menjelaskan tinjauan hukum pidana islam terhadap
pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan: nomor

399/pid.sus/2017/pn.mjk).

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
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3. Sumber data

a. Sumber data primer
Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari
sumber pertamanya.® Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini
adalah Putusan Nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk.

b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk menunjang
sumber yang pertama.” Su mber data sekunder yang digunakan oleh
penulis untuk mengkaji sumber data yang pertama yakni berupa buku-
buku, jurnal, pendapat ahli hukum dan referensi lain yang berkaitan
dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Berikut adalah uraian
sumber data sekunder yang digunakan penulis :
1) A. Djazuli, Figih Jinayah.
2) Moerti Hadiati Soerso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam

Prespektif Yuridis-Viktimologis.

3) Irfani Nurul, Hukum Pidana Islam.
4) Suryabrata Sumadi, Metode Penelitian.
5) Ummu Sufyan, Senarai Konflik Rumah Tangga.

6) Yahyanto dan Lukman, Santoso Pengantar IImu Hukum.
4. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan studi pustaka
(Library Research), menggunakan teknik membaca dan menelaah

dokumen dan sumber data yang berhubungan dengan topik dalam rumusan

® Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987) hal 93
? Ibid. Sumadi Suryabrata. Hal 94



13

masalah. Dokumentasi yang diperoleh dari membaca dan menelaah adalah

dokumen putusan Nomor: 339/Pid.Sus/2017/PN.Mjk yang diperoleh

melalui website resmi direktori putusan Mahkamah Agung. Selain itu juga
penulis membaca literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian
yakni buku-buku tentang kekerasan dalam rumah tangga.

. Teknik pengolahan data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan,
yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan
dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang
diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

c. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap data yang sudah
diperoleh dan dikumpulkan, yakni menganalisis data mengenai
tinjauan terhadap putusan pengadilan negeri mojokerto nomor
399/Pid.sus/2017/PN.Mjk dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil
hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan

yang dipertanyakan.

. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis
deskriptif dengan menggunakan pola pikir dedukti. Penulis akan
menggambarkan secara terperinci terkait kekerasan dalam rumah tangga

yang terdapat dalam Putusan Nomor: 339/Pid.Sus/2017/PN.Mjk yang
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berkaitan dengan kronologi kasus, pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan. Penulis menggunakan tekni analisis data dengan

pola pikir deduktif yakni analisis yang bersifat umum untuk menarik
kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis akan menguraikan secara
deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan kekerasan dalam
rumah tangga dan akan menarik kesimpulan yang lebih khusus yakni
dalam tinjauan hukum Islam.

Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Putusan: Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk).”, ini diperlukan suatu sistematika
pembahasan agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah. Maka dari itu
skripsi ini disusun dalam beberapa sistematika bab yang mempunyai kolerasi
satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari :

Bab kesatu merupakan bab yang menguraikan pendahuluan yang meliputi,
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasi penelitian, definisi
operasional, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang kerangka konseptual
mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jarimah pelukaan atau
tindak pidana selain jiwa dalam hukum pidana islam, serta menjelaskan

jarimah ta’zir.
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Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang data yang terkait
dengan penelitian kasus yakni terkait kekerasan dalam rumah tangga Putusan
Nomor: 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk. Menjelaskan tentang definisi Pengadilan
Negeri Mojokerto, menjelaskan duduk perkaranya dalam putusan serta
menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Bab keempat merupakan bab yang membahas tentang analisis hukum
pidana Islam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi
pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor
399/Pid.sus/2017/PN.Mjk.

Bab kelima merupakan bab tentang kesimpulan yang merupakan jawaban

atas rumusan masalah beserta saran.



BAB |1
KONSEP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Pengertian Tindak Kekerasan

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu
bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk
kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu,
seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula
pengertian kekerasan dapat Kkita jumpai pada pasal 89 KUHP yang berbunyi
“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan
kekerasan”.

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut
dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk kekerasan
tersebut, sedangkan pengertian kekerasan “tidak berdaya adalah tidak
mempunyai kekuatan tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan
perlawanan sedikitpun. Akan tetapi dalam pasal-pasal kitab undang-undang
hukum pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan

nonfisik (ancaman kekerasan).!

'"Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga..., 58.

16
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2. Pengertian rumah tangga

Secara umum dapat diketahui bahwa pengertian rumah tangga
merupakan unit sosial masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak
yang terjadi karena ikatan perkawinan. Namun di Indonesia, terkadang sanak
saudara seperti orang tua, baik suami atau istri, saudara kandung atau tiri yang
memiliki hubungan darah dan bertempat tinggal dalam satu rumah juga
disebut sebagai rumah tangga. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah
tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah
(tinggal satu atap).?

Pengertian rumah tangga tidak dijelaskan dalam ketentuan yang
khusus, tetapi yang dapat kita jumpai hanyalah pengertian keluarga yang
tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut: keluarga
adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu dan
orang-orang yang terikat dalam hubungan perkawinan”.’

Definisi rumah tangga dan keluarga diata hanya memberikan
gambaran objek pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karena
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal

yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun

korban tersendiri.

? Ibid., 612
*R. Soesilo dan M. Kariji, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Bogor: Politea),
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3. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
(Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).*

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
disebutkan bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-
undang ini, yaitu meliputi:

“1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

a. Suami, istri, anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang berkerja dalam rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut.

2. Orang yang berkerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama

berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
> Ibid, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
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Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal8, Pasal 9 yaitu:®

a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004).

b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat
(Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

c. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain
itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang
dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan
komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004).

d. Penelantaran rumah tangga juga dimaksudkan dalam pengertian
kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap

orang tersebut (Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

6 Ibid, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
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Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam satu
pasal (satu jenis perbuatan pidana) sekaligus terdapat delik biasa (umum) dan
delik aduan.” Hal ini terdapat dalam bab V111 tentang ketentuan pidana dalam
Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Masing-masing Pasal akan dikemukakan sebagai berikut:

Bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

7 Ibid, Moerti Hadiati Soeroso, Hal 95
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jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Kemudian pasal ini perlu dikaitkan dengan Pasal 51 dari undang-
undang yang sama, Yyang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
berbunyi :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda
paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 45 berkaitan dengan Pasal 52 dari undang-undang yang sama
yang berbunyi:
“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”
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Adapun Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah)”.

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan Pasal 53 dari undang-undang yang
sama yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau
sebaliknya merupakan delik aduan.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumag Tangga merupakan bentuk perundang-undangan
khusus diluar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga dan sanksi bagi seseorang yang melanggarnya. Menurut
pendapat Pompe yang diikuti oleh utrech, memandang adanya hukum pidana
khusus karena alasannya ialah adanya pemnyimpangan undang-undang
tersebut dari ketentuan umum KUHP menurut Pasal 103.2

Bunyi Pasal 103 KUHP sebagai berikut: “ketentuan-ketentuan dalam
Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan
yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana,
kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Dengan berdasarkan Pasal
103 KUHP maka berlakunya perundang-undangan khusus didasarkan pada

asas lex spesialis derogate lex generalis (ketentuan yang khusus

& Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal12
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menyingkirkan ketentuan yang umum) artinya selama tidak ada ketentuan
khusus, berlakulah ketentuan yang umum.®

Sebagaimana halnya undang-undang khusus yang lain, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 mempunyai hubungan erat dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 merupakan sanksi pidana agi barang siapa yang melanggarnya. Oleh
karena itu Undang-undang yang tercantun dalam Bab 1 KUHP, juga berlaku
bagi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Misalnya bunyi Pasal 1 ayat (1)
KUHP:“tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan
dilakukan.” Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mengandung makna, bahwa suatu
perbuatan baru dapat dijatuhi pidana, setelah ada undang-undang yang
mengaturnya terlebih dahulu. Berarti dalam menjatuhkan pidana, harus
berpedoman pada undang-undang yang tertulis. Hal ini diperjelas oleh Pasal 1
KUHP yang menganut asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-
tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagaimana demikian oleh suatu
aturan undang-undang. *°

Akan tetapi, tindak pidana kekerasan tidak disebut dalam KUHAP 284
adanya suatu kekecualian dari hukum acara pidana umum bagi delik
kekerasan baik yang interpersonal sifatnya maupun yang dilakukan dalam
organisasi golongan. Tindak pidana kekerasan tidak membuka pintu bagi

suatu hukum acara pidana khusus, yang dapat menyimpang dari hukum acara

® Ibid., 13.
10 Ibid, Moerti Hadiati Soeroso, Hal 155
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pidana yang umum.'* Dengan demikian, hukum acara pidana bagi tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menganut KUHAP.
4. Dampak kekerasan dalam rumah tangga
Secara khusus dampak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai
berikut :*2
a. Pengalaman hidup dengan kekerasan membuat korban mencoba
bertahan hidup dengan cara mengurangi kekerasan yang terjadi.
Hal tersebut biasanya dilakukan korban, misalnya dengan belajar
dengan apa yang diinginkan pelaku dan membenarkan pandangan
pelaku agar ia bisa selamat.
b. Takut orang yang disayangi (anak, orang tua, keluarga) turut
menjadi korban kekerasan.
c. Malu, bingung.
d. Membenarkan perilaku kekerasan karena korban merasa tidak
mampu bertindak sesuai apa yang diharapkan lingkungannya; dan
menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu bertindak sesuai

dengan aturan lingkungannya

' Oemar Seno Aji, Hukum Pidana Pengembangan, (Jakarta: Sapdodadi, 1985) hall6
'2 Soka Hadinah Katjasungkana, Perempuan Dan Kekerasan, (Surabaya: konsorsium swara
perempuan 2005), 12.



B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

1. Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam

Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan dalam rumah
tangga ini lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara
suami istri dan masalah tarik al-shalah anak yang berumur 10 tahun setelah
diajari sholat oleh walinya sejak umur tujuh tahun. Adapun tindak keras dari
suami terhadap pembantu misalnya tersebut belum didapatkan referensi untuk
dianalisis secara hukum islam selama ia bukan merupakan pelanggaran
kriminal yang dalam penangannya diserahkan kepada pihak berwenang.!

Nusyuz secara bahasa berarti tempat yang tinggi. Sedangkan secara
istilah syariat ia mengandung arti kemaksiatan atau pembangkangan seorang
istri  kepada suaminya berupa tidak mentaati yang sudah menjadi
kewajibannya.?

Dalam Al-Qur’an dijelaskan mengenai sikap suami dalam menangi
istri yang sedang nusyuz. Qur’an surat An-Nissa’ ayat 34 yang berbunyi :>
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“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar.”

! Abd Wahed, “analisis hukum islam terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, Al-lhkam,

50, (Juni, 2009) hal 38
*> Abu Malik Kamal, Figih Sunnah Linnisa’, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hal 805
* Mentri Agama, Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta: TP, 1989) 123
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Asy-Syafi’i mengomentari ayat ini: “ayat ini berbicara tentang
kesalahan istri yang mencaci maki suaminya berikut sanksi yang semestinya
diterimanya, yaitu jika suami telah melihat tindakan istri sudah membaha
yakan, hendaklah ia menasehatinya. Jika sudah dinasehati terus-menerus
belum ada perubahan, hendaklah ditinggalkan tempat tidurnya. Jika tetap saja,
hendaklah ia memukulnya.”

Seorang suami boleh memukul istrinya yang berbuat nusyuz jika
memang dia sudah tidak dapat dinasehati, juga tidak berubah setelah pisah
ranjang, atau dibiarkannya tidak diajak bicara. Namun, dalam memukul istri
tersebut, harus mengikuti aturan dan ketentuan sebagai berikut:”

a. Jangan sampai pukulan menimbulkan luka. Seperti pukulan yang

dapat mematahkan tulang atau membuat kulitnya memar.

b. Jangan samapi memukul lebih darri sepuluh kali.

c. Jangan sampai memukul wajah atau bagian yang berbahaya.

Hendaklah suami telah ~mempertimbangkan bahwa dengan
memukulnya dapat merubah istrinya menjadi baik. Karena memukul
merupakan salah satu perantara untuk merubahnya agar lebih baik, dan sebuah
perantara tidak boleh dilandaskan oleh prasangka yang tanpa pertimbangan.
Dan jika dipandang dengan memukul tidak berubah, maka janganlah

memukul.®

*Ummu Sufyan, Senarai Konflik..., 6-7.
> Abu Malik Kamal, Figih Sunnah..., 806.
6 .

Ibid.
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2. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana
Islam

Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan rumah tangga/kekerasan
fisik tidak ditemui dalam hukum pidana Islam. Dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Kekerasan fisik, adalah
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dengan
demikian, maka Kekerasan fisik merupakan tindak pidana (jarimah) dan
perbuatan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan dalam hukum
pidana Islam.

Pengertian tindak pidana selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh
Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain
mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian
ini juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana terhadap
selain jiwa adalah setiap perbuatan melawan hukum atas badan manusia, baik
berupa pelukaan, pemukulan, maupun pemotongan anggota badan, sedangkan
jiwa atau nyawanya masih tetap tidak terganggu. Unsur tindak pidana atas
selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi diatas adalah perbuatan
menyakiti. Dengan pembuktian bahwa perbuatan menyakiti, adalah setiap
pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia
seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan’

Dalam hukum Islam, hukum pidana sering disebut dalam figh dengan

istilah janayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana.

’ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 179-180.
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Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah
diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah
hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata
jinayah mempunyai beberapa pengertian seperti, yang diungkapkan oleh Ad
al-Qadir Awdar:

S5 T e e e Jadl) gy 5 o 3T U 8y Al

Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa,
harta benda, atau lainnya.

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Sebagian fugaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang
berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai,
menggurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah figih
jinayah sama dengan hukum pidana.®

Pengertian jinayah dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan
istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana, para fugaha sering pula
menggunakan istilah jinayah atau jarimah. Istilah jarimah mempunyai arti
mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik dari segi
Bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jarimah merupakan kata

jadian (masdar) dengan asal kata jaramah yang artinya berbuat salah, sehingga

® Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 2.
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jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, al-Mawardi

mendefinisikan jarimah sebagai berikut:®
“segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman
had atau ta’zir.

Bentuk-bentuk jarimah jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman

ada tiga jenis, yakni:*

1) Jarimah hudud, adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan

ancamannya ditentukan oleh nas, yakni hukuman had (hak Allah).
Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan
tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau
walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah
hudud ada tujuh yaitu: zina, qazf, pencurian, perampokan atau
penyamunan (hirabah), pemberontakan (al-bagyu), minum-
minuman keras, dan riddah (murtad).

2) Jarimah qgishas dan diyat, adalah perbuatan yang diancam dengan
hukuman gishas dan diyat. Baik gishas dan diyat sudah ditentukan
batasnya, tidak ada batas terendah dan batas tertinggi, tetapi
menjadi hak perorangan (korban dan walinya), dalam arti bahwa

korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan

terhadap pelaku, ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi

A Djazuli, Figih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000),
11.
% Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum..., 9.
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hak Allah semata. Hukuman gishas dan diyat penerapannya ada
beberapa kemungkinan, seperti hukuman gishas bisa berubah jadi
diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan, dan apabila dimaafkan
maka hukuman menjadi hapus.
Yang termasuk dalam Kkategori jarimah qishas-diyat yakni:
pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan
keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah.
Jarimah ta’zir, pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib atau
memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan ar rad wal al ma’un,
artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi,
pengertiannya adalah sebagai berikut:

a5aall g g i ol 5id e iy el

Ta’zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana)
yang belum ditentukan hukumnya oleh syara’.

Jarimah ta’zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman
ta’zir yaitu hukuman selain had, dan qishas-diyat. Secara ringkas
dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zir itu adalah hukuman yang
belum ditentukan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil
amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam
penentuan hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan ukuran
atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan
tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan

demikian, syari’ mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan
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bentuk-bentuk dan hukuman pelaku jarimah. Sedangkan dalam

pelaksanaan hukuman ta’zir baik jenis larangannya ditentukan oleh

nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak
perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada
penguasa.™

Abd al-Qadir membagi jarimah ta’zir menjadi tiga macam, yaitu:*?

1) Jarimah hudud, gishas dan diyat yang mengandung unsur
subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah
dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati’ subhat,
pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya,
pencurian yang bukan harta benda.

2) Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi
sanksinya oleh syari’ diserahkan kepada penguasa, seperti
sumpah palsi, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu,
mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.

3) Jarimah ta’zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.
Dalam hal ini unsur akhlak menadi pertimbangan yang paling
utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan

hidup, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

" Wahid Muslishal, Hukum Pidana..., 19.
2 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum..., 13.
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Klasifikasi bentuk tindak pidana atas selain jiwa yang meliputi sebagai

a. Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari segi pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi

kepada dua bagian, yakni :

1)

2)

Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja,
seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah
perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja
melakukan suatu perbuatan dengan cara melawan hukum. Dari
definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa dalam tindak
pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku dengan sengaja
melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan
melawan hukum dan menyakiti orang lain. Sebagai contoh seorang
yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan
maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepalanya. **

Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak
sengaja atau karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana
pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud
melawan hukum. Dari definisi diatas dapat diambil suatu

pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan

B Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 180.

“Ibid.
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tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan perbuatan, tetapi
perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai
atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada
korban yang terkena oleh perbuatannya. Sebagai contoh, seseorang
melpar batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena
kurang hati-hati batu tersebut mengenai oyang lewat dan

melukainnya. °
Ditinjau dari segi objek atau sasarannya
1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya.

Definisi penganiayaan atas anggota badan adalah tindak pidana
perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang
disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun
pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, Kkaki,
jari, kuku, hidung, zakar, biji pelipir, telinga, bibir, pencongkelan mata,
merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, buu mata, jenggot,
kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.*®
2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih

utuh.

Yang dimaksud dengan menghilangkan manfaat anggota badan
adalah perbuatan merusak manfaat anggota bandan, sedangkan jenis
anggotan badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota

badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang

Y bid., 181.
% 1bid.,
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maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yakni perusakan
anggota badan.  Yang termasuk dalam kelompok ini adalah
menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan
lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lain-lain.*’
3) As-Syajjaj

Yang dimaksud dengan as-syajjaj adalah pelukaan khusus pada
bagian muka dan kepala. Imam Hanifah berpendapat bahwa as-syajjaj
adalah pelukaan pada bagian muka dan kepal, tetapi khusus dibagian
tulang saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak bagian dagingnya
tidak termasuk as-syajjaj. Tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa
as-syajjaj adalah pelukaan terhadap bagian muka dan kepala secara
mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota
badan meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga, dan lain-
lain tidak termasuk as-syajjaj. ®

Menurut Imam Abu Hanifah, syajjaj itu ada sebelas macam:

a) Al-Kharishah, yaitu pelukaan atas kulit tetapi tidak sampai
mengeluarkan darah.

b) Ad-Dami’ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan,
tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air
mata.

¢) Ad-Damiyah, pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.

d) Al-Badhi’ah, pelukaan yang sampai memotong daging.

Y Ibid., 181.
¥ |bid., 182.
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Al-Mutalahimah, pelukaan yang memotong daging lebih dalam
dari Al-Badhi’ah.

As-Simhag, yaitu pelukaan yang memotong daing lebih dalam
lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang
kelihatan. Selaput itu sendiri disebut simhag.

Al-Mudhihah, pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong
atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga
memotong atau memecahkan tulang.

Al-Mungilah, pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong
tulang, tetapi sampai memindahkan tulang dari tempat asalnya.
Al-Ammabh, yaitu pelukaan lebih dalam lagi, sehingga sampai
kepada ummu dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.
Ad-Dhamghah, pelukaan yang merobek selaput antara tulang

dan otak sehingga otak kelihatan.

4) Al-Jirah

Al-Jirah merupakan pelukaan yang meliputi selain muka, kepala,

dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk al-Jirah

meliputi dada dan perut sampai batas pinggul. Al-jirah ini ada dua

macam :*°

¥ 1bid., 183.
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a) Jaifah yaitu pelukaan yang sampai bagian dalam dari dada dan
perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun
samping.

b) Ghair Jaifah yaitu pelukaan pelukaan yang tidak sampai
kebagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya bagian
luarnya saja.

5) Tindakan yang selain disebutkan diatas

Yang dimaksud dengan jenis ini adalah setiap tindakan
pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak athraf atau
menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka as-
syajjaj atau jirah. Sebagai contoh yang dikemukakan, seperti
pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak
sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya
memar, muka merah atau terasan sakit.?’

Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain
jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima,
karena bagian kelima ini adalah salah satu tindakan yang
mengakibatkan luka pada athraf (anggota badan), tidak menghilangkan
manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka as-syajjaj atau jirah.
Dengan demikian akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga

oleh karenanya mungkin lebih tepat untuk dimaksukkan pada ta’zir.”*

% |bid., 183.
! |bid., 218.
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3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa

Tindak pidana atas selain jiwa merupakan jarimah gishas diyat.
Jarimah gishas-diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman gishash
atau diyat. Hukuman tindak untuk tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi
menjadi tiga bagian :

a. Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja.

b. Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa yang menyerupai

sengaja.

¢. Hukuman untuk tidak pidana atas selain jiwa karena kesalahan.

Tindak pidana atas selain jiwa yang menyerupai sengaja dikemukakan
oleh Syafi’iyah dan Hanabilah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam
Malik tidak membedakan antara sengaja dan menyerupai sengaja tindak
pidana atas selain jiwa.

Pengelompokan hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan
sengaja, menyerupai sengaja, dan kesalahan sebenarnya tidak penting, karena
dalam tindak pidana atas selain jiwa realisasi dan penerapan hukuman
didasarkan atas berat ringannya akibat yang menimpa sasaran atau objek
tindak pidana, bukan kepada niat pelaku. Ditinjau dari segi objek atau
sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada lima bagian,
yakni perusakan anggotan badan atau sejenisnya, menghilangkan manfaatnya,
syajjaj, jirah, dan tindakan yang tidak termasuk empat bagian tersebut.

Perbedaan dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja,

menyerupai sengaja, dan kesalahan adalah dalam hukuman pokok. Dalam



tindak

38

pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sepanjang kondisinya

memungkinkan, hukuman pokoknya adalah qishas. Sedangkan untuk

menyerupai sengaja dan kekeliruan, hukuman pokonya adalah diat atau irsy.

Akan tetapi, diat dan irsy juga diberlakukan untuk tindak pidana atas selain

jiwa dengan sengaja sebagai hukuman pengganti. Oleh sebab itu, tidak ada

perbedaan jika membicarakan hukuman irsy dalam tindak pidana atas selain

jiwa dengan sengaja, menyerupai sengaja dan kekeliruan.?

a.

Hukuman Ibanah (perusakan) athraf dan sejenisnya

Hukuman pokok untuk athraf dengan sengaja adalah gishahs,
sedangkan hukuman penggantinya adalah diat atau ta’zir. Adapun
hukuman pokok athraf yang menyerupai sengaja dan kekeliruan
adalah diat, sedangkan hukuman penggantinya adalah ta’zir.

Diatas telah disebutkan bahwa anggota badan yang termasuk athraf
adalah tangan, jari, kuku, mata, telinga, hidung, lidah, bibir, zakar, biji
pelipir, bibir kemaluan perempuan, bulu mata, alis, rambut, kumis,
jenggot, dan gigi. Para ulama mazhab empat sepakat untuk
menerapkan gishas pada pemotongan kaki, telinga, bibir, dan tangan
pencokelan mata dan perontokan gigi. Hal ini didasarkan pada firman

Allah dalam surah al-maidah surah al-Maidah (45) :%

2 |bid., 184.

> Mentri Agama, Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta: TP, 1989) hal 234
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Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka
(pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka
itu adalah orang-orang yang zalim.”

Sedangkan untuk anggota badan yang lainnya, seperti rambut, jenggot,
kumis, alis, lidah, dan lain-lainnya, tidak ada kesepakatan dikalangan
fugaha. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada anggota tersebut dapat
dikenakan gishas apabila sepanjang syarat-syarat yang disebutkan dapat
terpenuhi dan kondisinya memungkinkan.

Hukuman diat merupakan hukuman pengganti untuk gishas apabila
hukuman gishas terhalang atau gugur karena sebab-sebab tertentu. diat
berlaku sebagai hukuman pengganti dalam tindak pidana atas selain jiwa
dengan sengaja. %

b. Hukuman untuk menghilangkan manfaat anggota badan

Hukuman untuk tindak pidana menghilangkan manfaat anggota badan

ini adalah gishas, meskipun sangat sulit menerapkan hukuman gishas

dalam tindak pidana menghilangkan manfaat jumhur ulama berpendapat

bahwa selama hal itu memungkinkan maka gishas tetap dilaksanakan.

** |bid., 185 dan 195.
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Apabila gishas beul-betul tidak dapat dilaksanakan maka pelaku dibebani
hukuman diat.

Dalam hal manfaat yang menyatu dengan anggota badannya maka
apabila anggota badannya hilang atau rusak dan dengan sendirinya
mengakibatkan manfaatnya hilang, hukuman yang dijatuhkan hanya satu
diat yakni diat anggota badan. Apabila manfaatnya lenyap anggota
badanya masih utuh maka dijatuhi hukuman diat manfaat. Dalam hal
manfaat yang terpisah dari anggota badanya, apabila anggota badannya
hilang atau rusak karena suatu tindak pidana dan manfaatnya juga turut
lenyap maka dalam hal ini pelaku dikenakan dua diat, yakni diat anggota
badan dan diat manfaat.

Menurut mazhab Syafi’l dan Hanbali, manfaat anggota badan tidak
berlaku pada anggota badan yang dapat diberlakukan hukuman diat tidak
terbatas kepada manfaat-manfaat tertentu saja, melainkan mencakup
semua jenis anggota badan yang memiliki manfaat.

Imam Maliki membatasi anggota badan ini hanya pada sepuluh jenus
saja yakni :*°

1) Akal, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang

menyebabkan hilang akal, ia dikenakan hukuman diat seratus ekor
unta.

2) Diat pendengaran, apabila yang lenyap hanya salah satu

pendengaran maka berlaku separuh diat. Apabila dipotong kedua

> |bid.,209-212
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telinga dan lenyap pula pendengarannya, maka dikenakan dua diat,
karena pendengaran terpisah dari telingan sehingga hukumannya
bisa disatukan.

Diat penglihatan, menghilangkan daya penglihatan berlaku
hukuman diat, karena penglihatan merupakan manfaat kedua mata.
Apabila manfaat yang hilang itu hanya sebelah maka diatnya
sepruh yaitu lima puluh ekor unta. Akan tetapi jika manfaatnya
hilang bersamaan dengan kedua matanya maka dikenakan diat
mata.

Diat penciuman, apabila seseorang memotong hidung orang lain
yang mengakibatkan hilangnya manfaat penciuman, hukumannya
adalah dua diat, karena penciuman terpisah dari hidung. Apabila
manfaat yang hilang hanya sebelah saja maka diat yang dikenakan
hanya separuh yakni 50 eko unta.

Diat perasaan, hukuman diat penuh berlaku apabila perasa lidah ini
hilang secara total. Akan tetapi, jika manfaat perasa hilang separuh
maka berlaku hukumah.

Diat kemampuan bicara, apabila seseorang memotong lidah orang
lain sehingga hilanglah kemampuan berbicara dan hilang pula
manfaat perasa, maka dalam hal ini dapat dikenai satu diat. Akan
tetapi, apabila hilang kemampuan berbicara dan manfaat perasa

tetapi lidahnya masih utuh maka berlaku dua diat.
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7) Diat kemampuan berjalan dan berjima’, apabila suatu tindak pidana
menyebabkan patah tulang belakang sehingga menyebabkan
korban tidak mampu melakukan hubungan seksual (jima’) menurut
Imam Maliki dikenakan dua diat. Apabila menyebabkan hilangnya
kemampuan berjalan disamping hilangnya kemampuan berjima’
maka hukumannya adalah tiga diat. Akan tetapi bila tulang
belakangnya tidak patah maka berlaku dua diat.

¢. Hukuman untuk syajjaj

Hukuman untuk syajjaj sebagian ada yang dikenakan hukuman
gishash sebagian ada yang dikenakan hukuman diat. Dari sebelas jenis
syajjaj yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah diatas hanya satu
jeni yang disepakati para fugaha untuk dikenai hukuman gishash, yaitu
mudhihah. Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua jenis syajjaj
sebelum mudhihah berlaku hukuman gishas karena hal itu masih
memungkinkan untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut mazhab

Syafi’l dan Hanbali tidak ada hukuman qishas pada syajjaj sebelum

mudhihah, karena luka-luka tersebut tidak ada yang sampai kepada

tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.
Hukuman diat yang diberlakukan untuk syajjaj adalah diat ghair

kamilah atau yang disebut dengan irsy (ganti rugi). Untuk syajjaj

dibawah mudhihah para ulama telah sepakat bahwa dalam kasus ini

tidak ada irsy yang ditentukan. Dengan demikian untuk syajjaj
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sebelum (dibawah) mudhihah hanya berlaku hukumah yaitu ganti rugi
yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim.

Untuk luka hasyimah, yaitu luka yang memotong tulang dikenakan
ganti rugi sepuluh ekor unta. Sedangkan untuk tulang mungilah, yaitu
luka yang menyebabkan tulang bergeser dari posisimya, dikenakan
ganti rugi lima belas ekor unta. Sedangkan untuk luka al-ammah atau
al-ma’mumah yakni luka yang sampai pada ummu ad-dimagh (selaput
otak), ganti ruginya adalah sepertiga diat. Untuk luka ad-dimagh yaitu
luka yang sampai menembus kebagian otak dikenakan sepertiga diat.?

d. Hukuman untuk jirah

Hukuman untuk jirah adalah gishas. Apabila gishas tidak dapat
dilaksanaka maka dapat diganti dengan diat. Hukuman gishas untuk
jirah diperselisihkan oleh para fugaha. Imam Malik berpendapat bawah
gishas dapat berlaku pada semua jirah, baik lukanya mungilah maupun
hasyimah. Alasannya adalah gishas masih memungkinkan untuk
dilaksanakan, keculai kalu menimbulkan kekhawatira. Sedangkan
untuk jaifah tidak berlaku gishas. Menurut Abu Hanifah jirah tidak
berlaku hukuman gishas sama sekali baik jaifah maupun ghair jaifah.
Sedangkan menurut Imam Syafi’l dan Imam Ahmad berpendapat
bahwa gishas berlaku untuk jirah apabila pelukaan yang sampai

mudhihah yaitu luka yang sampai ketulangnya.

*® |bid., 213-214.
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Hukuman diat untuk ghair jaifah adalah hukumah. Sedangkan ganti
rugi untuk jaifah adalah sepertiga diat. >’
Hukuman yang kelima, apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak
menimbulkan athraf, tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak
menimbulkan syajjaj, dan tidak pula jirah, menurut kebanyakan para
fugaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman gishas. Menurut jumhur
fugaha untuk tindak pidana atas selain jiwa yang selain yang tidak
mengakibatkan athraf, syjjaj, dan jirah, hukumannya adalah ganti rugi
yang ketentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim

dan ini hamper mirip dengan tazir.?®

’ Ibid., 216
% Ibid., 217.
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR:
399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

A. Deskripsi Kasus Kekerasan Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor:
399/Pid.sus/2017/PN.Mjk

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara
399/Pid.sus/2017/PN.Mjk dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga
merupakan data permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan
masalah. Maka dalam hal ini pelu dipaparkan uraian kasus tentang kekerasan
dalam rumah tangga

Data untuk mendukung permasalahan yang telah dikemukan dalam
rumusan masalah, maka perlu dipaparkan uraian kasusnya tentang kekerasan
dalam rumah tangga dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan terhadap
seorang istri yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto
yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi
sebagai berikut:

Terdakwa | Aris Johan Sunarwan Bin Tallak, lahir di Mojokerto pada
tanggal 24 Juni 1987, berjenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan
Indonesia. Terdakwa Il bernama Sunarya Binti Muhammad Bakri, lahir di
Mojokerto tanggal 24 April 1960, berjenis kelamin perempuan, agama Islam,

berkebangsaan Indonesia telah terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah

45
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karena melakukan tindakan “turut serta melakukan penganiayaan”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana).

Para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2017 sekitar jam
17.00 wib bertempat didalam rumah Sooko gang 7 Dsn. Pandean Ds. Sooko
Kec. Sooko Kab. Mojokerto telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga tehadap saksi korban Vili Andini Pramesti Sari. Awalnya
terdakwa Sunaryah bersama dengan saksi Fitri Sundawati mendatangi tempat
tinggal saksi korban Vili Andini Pramesti Sari yang saat itu sedang bersama
suaminya yaitu terdakwa Aris Johan Sunarwan bin Slamet Allak,
menanyakan masalah pinjaman saksi korban di Koperasi Mojokerto yang
tidak dibayar sehingga terdakwa Sunaryah yang berdasarkan akta kelahiran
atas nama Aris Johan Sunarwan nomor 639/1978 adalah mertua korban Vili
Andini selalu ditagih hutang tersebut, kemudian terjadi cek-cok mulut antara
saksi korban Vili Andini dengan terdakwa Sunaryah, lalu korban Vili Andini
berkata lapo aku nangkene ngrungokno ceramahe ibumu dan akan pergi
tetapi ditarik oleh terdakwa Aris Johan supaya tetap duduk sambil
menendang kaki dan menampar mulut korban Vili Andini, kemudian korban
pergi ke kamar lalu mengemasi pakaian dan akan pergi namun dihalang-
halangi suami korban yaitu terdakwa Aris Johan dengan cara menarik jaket
korban Vili Andini hingga terjatuh di lantai dan tangan kanan korban Vili

Andini membentur meja hingga memar dan terdakwa Sunaryah masih terus
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memarahi korban Vili Andini sehingga korban Vili Andini lalu mengatakan
copoten kudungmu ae, wong tuek kok ngunu omongane, lalu terdakwa
Sunaryah semakin emosi dan menarik rambut korban Vili Andini dan ketika
korban Vili Andini hendak melawan, lebih dulu ditarik dari ke belakang oleh
terdakwa Aris Johan kemudian korban Vili Andini ditampar bagian mulutnya
hingga berdarah.*

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban Vili Andini merasa sakit
dan luka bengkak di bibir atas dan bawah bagian dalam, lecet di leher dua
tempat, bengkak di siku kanan dan bengkak di paha kiri atas sebagaimana
diterangkan dalam visum et repertum nomor 353/751/416-207/2017 tanggal
28 Maret 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Ricky Herdianto
selaku dokter pada RSUD Prof.Dr.Soekandar.?

Sebagaimana keterangan diatas diperkuat lagi oleh keterangan saksi-
saksi sebagai berikut:?

1. Keterangan Saksi VILI ANDINI PRAMEST]I, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
a. Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik
Kepolisian;
b. Bahwa saksi adalah istri dari terdakwwa 1. Aris Johan Sunarwan

dan menantu dari terdakwa 2. Sunariyah;

! putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mijk hal 4
? Ibid., 4-5.
 Ibid., 6-8.
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Bahwa saksi menikah dengan terdakwa 1 pada tanggal 29 Februari
2012 di KUA Kecamatan Jetis Kab.Mojokerto;

Bahwa setelah menikah dengan terdakwa 1, saksi dan terdakwa 1
tinggal satu rumah dengan orang tua saksi di Dusun Kenongo Desa
Jetis Kecamatan Jetis Kab.Mojokerto selama 2 (dua) tahun, lalu
kos di daerah kota Mojokerto selama 5 (lima) bulan dan kemudian
menempati rumah saudara dari terdakwa 1 yang beralamat di
Sooko Gang 7 Dusun Pandean RT.12 RW.06 Desa Sooko
Kecamatan Sooko Kab.Mojokerto;

Bahwa pada hri Sabtu pada tanggal 25 Maret sekitar jam 17.00
WIB, sewaktu saksi, kedua anak saksi dan suami saksi (terdakwa
1) berada di rumabh, tiba-tiba mertua saksi (terdakwa 2) datang
bersama kakak ipar saksi yang bernama Fitri;

Bahwa terdakwa 2 menanyakan perihal pinjaman atas nama saksi
dan terdawka 1 ke salah satu koperasi di Mojokerto tapi yang
memakai adalah teman saksi, kemudian pihak koperasi datang ke
rumah mertua saksi karena angsurannya tidak pernah dibayar oleh
teman saksi;

Bahwa kemudian kakak ipar saksi dan mertua saksi marah sambal
mengatakan “halah didikane pak No ae gak bener” (didikan Pak
No tidak benar), Pak No adalah orang tua saksi, lalu saksi
mengatakan “bu, jangan bawa nama orang tua saya, karena orang

tua saya mendidik saya dengan baik”, seketika itu saksi berdiri dan
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pergi keluar rumah sambil mengatakan “lapo aku nang kene
ngrungokno ceramahe ibumu” (kenapa aku disini mendengarkan
ceramahnya ibumu), tapi sewaktu saksi berdiri, suami saksi
menarik tangan saksi hingga saksi terduduk di kursi, sambil
menendang kaki saksi dan menampar mulut saksi sebanyak 1 (satu)
kali;

Bahwa kemudian saksi mendengar perkataan mertua saksi dan
kakak ipar saksi yang memarahi saksi, karena saksi merasa tidak
kuat, kemudian saksi mengemasi pakaian saksi dan anak-anak
saksi, lalu terdakwa 1 menampar pipi saksi dan meremas mulut
saksi, dan menghalangi saksi keluar dari rumah dengan
menyembunyikan kunci motor dan tas yang berisi baju anak saksi
dilempar ke bawah kasur;

Bahwa kemudian karena suasana gaduh, tetangga saksi yang
bernama Mbah Nan dan Pak RT datang kerumah saksi, tapi hanya
melihat saja;

Bahwa setelah itu saksi berusaha keluar rumah sambil
menggendong salah satu anak saksi dan anak saksi yang satunya
saksi tuntun, jaket saksi ditarik oleh terdakwa 1 hingga saksi
terjatuh di lantai dan tangan saksi membentur meja hingga memar,
paha kiri juga memar, kemudian saksi berusaha bangun dan keluar
rumah tapi mertua saksi (terdakwa 2) terus mencaci maki saksi,

lalu saksi mengatakan “copoten kudungmu ae, wong tuek kok
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ngono omongane” (lepas saja kerudungmu, orang tua kok berbicara
seperti itu);

k. Bahwa mendengar sasi berbicara seperti itu, terdakwa 2 marah dan
menjambak rambut saksi kemudian kepala saksi diarahkan ke
pagar rumah, sewaktu saksi melakukan perlawanan, tubuh saksi
ditarik oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditarik oleh kakak ipar
saksi;

I.  Bahwa setelah ditarik oleh terdakwa 1, terdakwa 1 membawa saksi
kedalam rumah dan terdakwa 1 menampar mulut saksi hingga bibir
skasi mengeluaarkan darah, tidak lama kemudian saksi melihat
terdakwa 2 dan kakak ipar saksi pergi meninggalkan rumah,
sementara saksi, dan terdakwa 1 dinasehati oleh Mbah Nan dan
Pak RT, setelah itu saksi keluar rumah melalui pintu samping pergi
ke tetangga sebelah rumah untuk meminjam HP, llau saksi
menghubungi ayah saksi untuk menjemput sakis dan kedua anak
saksi;

m. Bahwa karena perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2, akibatnya
saksi mengalami bengkak di bibir atas dan bawah bagian dalam,
lecet di leher, bengkak di siku kanan dan bengkak di paha kiri atas;

2. Saksi MA’IN alias Pak RT, disumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sekira jam 17.30

WIB bertempat di rumah terdakwa 1 dan saksi Vili, yang ada di
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Sooko Gang 7 Dusun Pandean RT.12 RW.06 Desa Sooko
Kecamatan Sooko Kab.Mojokerto ada keributan;

Bahwa saksi tidak tahu ada keributan apa di rumah tersebut, saksi
hanya mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi dan Mbah Nan
mendatangi rumah tersebut;

Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah tersebut, saksi melihat
ada seorang perempuan paruh baya yang berada di depan rumah
sedangkan dialam rumah ada korban yang sedang dirangkul
lehernya oleh terdakwa dengan maksud agar korban tidak keluar
rumah, saat itu kondisi korban sedang menangis, tidak berapa lama
kemudian perempuan paruh baya tersebut pergi;

Bahwa kemudian saksi dan Mbah Nan menasehati korban agar
keduanya berhenti bertengkar, setelah itu saksi dan Mbah Nan
pulang kerumah masing-masing;

Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa 1 dan terdakwa 2

melakukan kekerasan fisik;

3. Keterangan terdakwa®

a. Avris Johan (terkdawa 1)

1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam
17.00 WIB, sewaktu terdakwa 1, dan istri terdakwa 1 (saksi
korban Vili Andini Pramesti) serta kedua anak terdakwa 1

berada di rumah yang terdakwa 1 tempati dengan saksi Vili

* Ibid., 8-10.
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Andini di Dusun Pandean desa Sooko Kecamatan Sooko
Kab.Mojokerto, ibu terdakwa 1 (terdakwa 2.Sunariyah) datang
untuk menanyakan tentang pinjaman koperasi atas nama
terdakwa 1 dan saksi Vili Andini, kemudian ada pihak dari
koperasi yang menagih ke rumah terdakwa 2;

Bahwa kemudian kakak terdakwa dan terdakwa 2 mengatakan
kepada saksi Vili, “heh yok opo se mbak, kok iso sampek
ngoten” (bagaimana mbak, kok bisa sampai seperti itu ?), tapi
istri terdakwa (saksi Vili) tidak bisa dikasih tahu dan tidak
menggubris dengan mengatakan “aku emoh dikandani, anakmu
ae kandanono” (saya tidak mau diberitahu, nasehati sendiri
anakmu), sehingga terdakwa 2 dan saksi Vili terlibat
percekcokan, lalu terdakwa 1 menasehati saksi Vili agar ia
diam, tapi keduamya masih cekcok;

Bahwa kemudian saksi Vili berdiri dan terdakwa 1 menarik
tangan saksi Vili hingga saksi Vili terduduk di kursi, lalu saksi
Vili menuju ke pintu depan sambil menggendong anak dan
anak yang satu dituntun, lalu terdakwa 1 menarik lengan kanan
saksi Vili dan terdakwa 2 mendorong saksi Vili dari belakang
hingga saksi Vili duduk lagi di kursi;

Bahwa kemudian terdakwa 2 pergi dan pulang ke rumahnya;
Bahwa kemudian saksi Vili bersama dua orang anak terdakwa

1 hendak pergi keluar rumah, lalu terdakwa 1 menarik
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gendongan yang dipakai saksi Vili hingga saksi Vili terjatuh di
lantai dan tangannya mengenai meja serta anak yang digendong
saksi Vili juga terjatuh, lalu saksi Vili mengemasi pakaian
anak-anak dan akan pergi keluar rumah;

Bahwa kemudian terdakwa 1 berusaha menghalangi saksi Vili
dengan mengambil tas yang saksi Vili bawa sambil menampar
saksi Vili, terdakwa 1 juga menyembunyikan kunci motor;
Bahwa karena suasana gaduh, tetangga terdakwa 1 yang
beranama Mbah Nan dan Pak RT datang ke rumah terdakwa 1
dan hanya menasehati terdakwa 1 untuk ingat anak, setelah itu
terdakwa 1 tidak mendapati saksi Vili didalam rumah;

Bahwa tidak berapa lama kemudian, mertua terdakwa dan adik
ipar terdakwa 1 datang dan mengemasi pakaian saksi Vili, lalu
saksi Vili dan kedua anak terdakwa 1 pergi meninggalkan
rumabh;

Bahwa pada saat terdakwa 1 menampar saksi Vili, saksi Vili
melakukan perlawanan dengan memukul wajah terdakwa 1

dengan payung;

. Sunaryah (terdakwa 2)

1)

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017
sekira jam 17.00 WIB setelah terdakwa 2 selesai menyumbang
bersama dengan anak terdakwa 2 yang bernama Fitri,

mendatangi rumah terdakwa 1 (Aris Johan), kemudian terdakwa



54

2 menanyakan kepada terdakwa 1 dan saksi Vili “ojo gampang
tanda tangan, wong gajiane bojomu gak onok, ojo gampang
ngutangi arek, mbok dipikir ndisek, yo nek koncone isok
mbayar nek gak iso opo gak nang awakmu dhewe” (jangan
mudah tanda tangan karena gaji suamimu sedikit, jangan mudah
meminjami uang kepada orang lain, harus dipikir dahulu, iya
kalau teman kamu bisa membayar kalau tidak, apa tidak ke
kamu sendiri);

2) Bahwa kemudian saksi Vili dengan nada emosi mengatakan
kepada terdakwa 2 “ojo tuturi aku, tuturono anakmu ae,
mblenger aku dituturi (jangan menasehati saya, nasehati saja
anakmu), lalu terdakwa 2 mengayakan “le..le.. lungguho kene
aku iki nuturi wong loro gak wong siji thok™ (nak..nak.., duduk
disini karena saya menasehati dua orang nggak cuma satu
orang);

3) Bahwa kemudian saksi Vili mengatakan ‘“ket mbiyen aku iki
ngejak buyar buyar ae” (dari dulu saya mengajak untuk
bercerai) lalu terdakwa 2 menjawab “ ooo....tibake seng kono
setuju e ngajak dhewe-dhewe’an” (ternyata kamu setuju untuk
sendiri-sendiri (bercerai), seketika itu suasana semakin gaduh
dan karena situasi hujan, terdakwa 2 terpeleset dan tidak sengaja
mendorong tubuh saksi Vili dari belakang dan rambut saksi Vili

terjambak oleh tangan terdakwa 2;
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4. Bukti pendukung yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam

Pengadilan adalah sebagai berikut: °

a. Keterangan surat hasil Visum et repertum nomor 353/751/416-
207/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani
oleh dr.Ricky Herdianto selaku dokter pada RSUD Prof. Dr.
Soekandar.

b. Akta nikah Nomor 0058/052/11/2012 tanggal 29 Februari 2012
yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jetis.

c. Akta kelahiran atas nama Aris Johan Sunarwan Nomor 639/1978.

B. Pokok Perkara Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Dalam Memutus
Perkara Nomor:399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk Tentang Hukuman Bagi
Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang menjadi pokok
perkaranya adalah bahwa seorang suami bersama ibunya melakukan tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya dengan menendang
dan menamparnya hingga menimbulkan luka bengkak dibagian bibir atas dan
bawah bagian dalam, lecet dileher dua tempat, bengkak disiku kanan dan
dipaha Kiri atas sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor
353/751/416-207/2017. Atas perbuatannya tersebut kedua pelaku didakwa
oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative, yaitu Pasal 44 ayat (1)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalm Rumah Tangga jo. Pasal 55

> Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk
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ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), atau Pasal 351 ayat
(1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jo. Pasal 55 ayat (1)
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dengan memperthatikan fakta-fakta hukum diatas dan berdasarkan
dakwaan penuntut umum Majelis Hakim langsung memilih dakwaan
alternative kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351
ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. selanjutnya Majelis Hakim
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal
351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jo. Pasal 55 ayat
(1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yakni:®
1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi
yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan
yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat
penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan
untuk melakukan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara

luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi

dapat pula diartikan sebagai kesengajaan berdasarkan kesadaran
kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya

telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui

® Ibid, hal 11-14
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tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada
orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 17.00
WIB, sewaktu terdakwa 1.Aris Johan Sunarwan, dan istri terdakwa 1
(saksi korban Vili Andini Pramesti) serta kedua anak terdakwa 1.Aris
Johan dan saksi korban Vili Andini Pramesti berada di rumah yang
terdakwa 1 tempati dengan saksi Vili Andini di Dusun Pandean desa
Sooko Kecamatan Sooko Kab.Mojokerto, ibu terdakwa 1 (terdakwa
2.Sunariyah) datang bersama kakak terdakwa 1.Aris Johan, yang
bernama Fitri untuk menanyakan tentang pinjaman koperasi atas hama
terdakwa 1.Aris Johan dan saksi Vili Andini, kemudian ada pihak dari
koperasi yang menagih ke rumah terdakwa 2.Sunariyah, kemudian kakak
terdakwa 1.yang bernama Fitri dan terdakwa 2.Sunariyah mengatakan
kepada saksi Vili, “heh yok opo se mbak, kok iso sampek ngoten”
(bagaimana mbak, kok bisa sampai seperti itu ?), tapi saksi Vili Andini
tidak bisa dikasih tahu dan tidak menggubris dengan mengatakan “aku
emoh dikandani, anakmu ae kandanono” (saya tidak mau diberitahu,
nasehati sendiri anakmu), sehingga terdakwa 2 .Sunariyah dan saksi Vili
terlibat percekcokan, lalu terdakwa 1.Aris Johan menasehati saksi Vili
agar ia diam, tapi keduamya masih cekcok, kemudian saksi Vili berdiri
dan terdakwa 1.Aris Johan menarik tangan saksi Vili hingga saksi Vili

terduduk di kursi, lalu saksi Vili menuju ke pintu depan sambal
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menggendong anak dan anak yang satu dituntun, lalu terdakwa 1.Aris
Johan menarik lengan kanan saksi Vili dan terdakwa 2 .Sunariyah
mendorong saksi Vili dari belakang hingga saksi Vili duduk lagi di kursi
kemudian terdakwa 2.Sunariyah pergi dan pulang ke rumahnya;
Menimbang, bahwa kemudian saksi Vili bersama dua orang anaknya
hendak pergi keluar rumah, lalu terdakwa 1.Aris Johan menarik
gendongan yang dipakai saksi Vili hingga saksi Vili terjatuh di lantai
dan tangannya mengenai meja serta anak yang digendong saksi Vili juga
terjatuh, lalu saksi Vili mengemasi pakaian anak-anak dan akan pergi
keluar rumah .Aris Johan kemudian terdakwa 1.Aris Johan berusaha
menghalangi saksi Vili dengan mengambil tas yang saksi Vili bawa
sambil menampar saksi Vili, terdakwa 1.Aris Johan juga
menyembunyikan kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa
terdakwa 1.Aris Johan Sunarwan telah melakukan perbuatan menarik
tangan, menarik gendongan hingga saksi Vili terjatuh dan membentur
meja dan menampar saksi Vili Andini, sedangkan terdakwa 2. Sunaryah
mendorong dan menjambak rambut saksi Vili Andini secara sadar atau
setidaknya menyadari serta mengetahui kalau apa yang diperbuatnya
dapat menimbulkan rasa sakit pada saksi Vili Andini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa 1.Aris Johan dan
terdakwa 2.Sunariyah tersebut, saksi Vili Andini mengalami luka

sebagaimana dalam visum et repertum nomor 353/751/416-207/2017
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tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ricky

Herdianto selaku dokter pada RSUD Prof.Dr.Soekandar, dengan

Kesimpulan luka bengkak di bibir atas dan bawah bagian dalam, lecet di

leher dua tempat, bengkak di siku kanan dan bengkak di paha Kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut
serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini

dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-
komentar lengkap pasal demi Pasalnya adalah sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan (pleger), ialah seorang yang sendirian telah
berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa
pidana;

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya
terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang
disuruh melakukan;

c. Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam artian ini
bersamasama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541

berkesimpulan walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur keadaan

pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya
keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka

orang ini adalah pelaku peserta;
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Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak
diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak
pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka
menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama (lihat
Arrest Hooge Raad 9 Juni 1941, W.1941, N0.883)

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya
kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui
dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Dan dalam hal
ini tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya
tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat
sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah
termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, tentang perbuatan Para terdakwa yang dilakukan secara
bersama-sama terhadap saksi Vili Andini, dimana pada Sabtu tanggal 25
Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa 1.Aris
Johan Sunarwan di Dusun Pandean desa Sooko Kecamatan Sooko
Kab.Mojokerto, pada awalnya saksi Vili Andini terlibat percekcokan
dengan terdakwa 2.Sunariyah yang pada waktu itu datang ke rumah
terdakwa 1.Aris Johan dan saksi Vili untuk menanyakan masalah kredit
koperasi yang ditagihkan kepada terdakwa 2., namun terdakwa 2. Aris
Johan dan saksi Vili Andini terlibat percekcokan, sehingga perbuatan

terdakwa 1.Aris Johan Sunarwan menarik tangan, menarik gendongan
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hingga saksi Vili terjatuh dan membentur meja dan menampar saksi Vili
Andini, sedangkan terdakwa 2. Sunaryah mendorong dan menjambak
rambut saksi Vili Andini adalah dimaksudkan untuk membuat saksi Vili
Andini diam, tidak membantah dan tidak menjawab perkataan
terdakwa.l Aris Johan dan terdakwa 2. Sunariyah dan ternyata perbuatan
para terdakwa membuat rasa sakit pada diri saksi Vili Andini, sehingga
perbuatan terdakwa 1.Aris Jodan dan terdakwa Sunariyah dalam hal ini
melakukan kerjasama untuk mewujudkan kejahatannya;
Menimbang, bahwa dengan denikian unsur ini telah terpenuhi;
Dengan demikian karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penganiaaan
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua.
C. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan’
1. Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi korban Vili Andini

mengalami sakit lahir batin.

2. Keadaan yang meringankan:

a. Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya;

b. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

7 Ibid, hal 15
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D. Amar Putusan

mel

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan majelis hakim

iputi Joko Waluyo., SH.SP.Not.MM sebagai hakim ketua, hakim

anggotanya terdiri dari Ardiani, S.H., dan Yenny W.Puspitowati, S.H.,M.H

dibantu dengan Panitera Pengganti Sulistyorini, S.H. Majelis hakim memutus

perkara terdakwa tersebut dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab

Undang-undang Hukum Pidana). Adapun bunyi amar putusannya vyaitu

sebagai berikut;:®

1.

Menyatakan Terdakwa | ARIS JOHAN SUNAWAN Bin SLAMET
ALLAK dan terdakwa II SUNARYAH Bin MUKAMAT BAKRI
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARIS JOHAN SUNAWAN
Bin SLAMET ALLAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
dan 15 (lima belas) hari, terdakwa 11 SUNARYAH Bin MUKAMAT
BAKRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

® |bid., 16.



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN NOMOR :
399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Bagi Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan
Nomor : 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak
pidana yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga memiliki perundang-undangan khusus yang tercantum dalam Undnag-
undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah, yang mana dalam undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana
dan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undnag Nomor 23
Tahun 2004 merupakan hukum pidana khusus yang penerapan dan
pelaksanaannya didasarkan pada asas lex spesialis derogate lex generalis
(ketentuan yang khusus menyingkirkan ketentuan yang umum).

Dalam putusan Nomor 399/Pid.su/2017/PN.mjk tentang tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Aris Johan selaku
terdakwa | dan Sunaryah selaku Terdakwa Il terhadap istri atau anak
menantunya bernama Vili Andini. Akibat dari perbuatannya tersebut,

terdakwa didakwakan oleh penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif,
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dengan dakwaan kesatu menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang
Nomro 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua menggunakan Pasal
351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Berdasarkan dakwaan
penuntut umum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta alat
bukti yang dibawa dipersidangan majelis hakim dalam pertimbanganya
langsung memilih dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat
(1) KUHP sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam
rumah tangga.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu
melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan terkadakwa.
Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinnya
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh
berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti
ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan
disampaikan dalam putusan.

Dalam hal penuntut umum menggunakan dakwaan alternative adalah
memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk memilih tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga atau tindak penganiayaan yang terbukti dalam
persidangan. Sekiranya majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu
tidak tepat majelis hakim dapat memilih dakwaan berikutnya. Pemeriksaan

dakwaan alternatif dilakukan dengan cara sebagai berikut :
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Periksa dan pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan urutan pertama
dengan ketentuan : apabila dakwaan pertama terbukti, pemeriksaan
terhadap dakwaan selebihnya (dakwaan dua atau tiga) tidak perlu
diperiksan dan dipertimbangkan. Penjatuhan hukuman didasarkan
pada dakwaan yang terbukti.

Jika dakwaan pertama tidak terbukti barulah majelis hakim
memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya dengan
ketentuan : membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama, dan
menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti
ini : periksan dulu dakwaan secara keseluruhan, dan dari hasil
pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan
menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggung
jawabkan kepada terdakwa. Tujuan yang dicapai bentuk dakwaan
alternative, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran dan

perkiraan.*

Maka dalam hal pertimbangan majelis hakim tentang dakwaan

penuntut umum dalam putusan nomor 399/Pid.sus./2017/PN.Mjk, belum

berdasarkan ketentuan pemeriksaan dakwaan alternative yang telah dijelaskan

diatas. Dalam putusan ini, pertimbangan majelis hakim terhadap dakwaan

penuntut umum adalah langsung memilih Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar penjatuhan

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika,

2015) hal 400
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putusan. Maka dalam hal ini majelis hakim mengabaikan dakwaan kesatu
penuntut umum yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-undnag Nomor 23 Tahun
2004 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau majelis hakim tidak memeriksa secara
keseluruhan dakwaan mana yang lebih terbukti untuk dipertanggungjawabkan
kepada terdakwa. Memang dalam hak pemerikasaan dakwaan alternative
majelis hakim memiliki kebebasan dalam menentukan dasar hukum bagi
terdakwa. Akan tetapi kebebasan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan
dibatasi dengan ketentuan undang-undnag yang berlaku.

Dalam amar putusan nomor 399/pid.sus/2017/PN.Mjk majelis hakim
memutuskan terdakwan kekerasan dalam rumah tangga menggunakan Pasal
351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Seperti yang telah
dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga merupakan tindak pidana di luar KUHP yang diselesaikan berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Menurut Andi Hamzah yang mengikuti pendapat Pompe adalah
adanya perundang-undangan sendiri karena adanya penyimpangan dalam
ketentuan umum (KUHP) menurut Pasal 103 KUHP yang mengandung asas
lex spesialis derogate lex generalis. Penerapan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masih
memiliki hubungan erat dengan KUHP, yang terletak dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP yang mengandung makna bahwa perbuatan baru dapat dijatuhi

hukuman setelah ada undnag-undnag yang mengaturnya terlebih dahulu. Maka
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dalam hal ini penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2004 juga
berdasarkan asas legalitas.

Dengan demikian, maka pertimbangan hakim menggunakan Pasal 351
ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) kurang tepat, karena hal tersebut
bertentangan dengan perundang-undangan khusus yakni Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dan bertentangan dengan asas lex spesiali derogate lex generalis .

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dalam rangka
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Maka dalam
hal ini, hakim harus memeriksa dan mengadili terdakwa berdasarkan peraturan
perundang-undang yang berlaku serta asas-asas yang terdapat dalam peraturan
perundang-undang.

Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan dalam rumah
tangga lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah nusyuz. Nusyuz
merupakan perbuatan pembangkangan seorang istri terhadap suami dan tidak
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Allah berfirman dalam

Qur’an Surat An-Nissa’ ayat 34 yang berbunyi :
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wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha besar.
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Asy-Syafi’i mengomentari ayat ini: “ayat ini berbicara tentang
kesalahan istri yang mencaci maki suaminya berikut sanksi yang semestinya
diterimanya, vyaitu jika suami telah melihat tindakan istri sudah
membahayakan, hendaklah ia menasehatinya. Jika sudah dinasehati terus-
menerus belum ada perubahan, hendaklah ditinggalkan tempat tidurnya. Jika
tetap saja, hendaklah ia mernukulnya.”2

Dalam hal memukul seorang istri yang sedang nusyuz ada batasan-
batasannya, yakni pukulan yang tidak sampai menimbulkan luka, tidak
memukul wajah atau kepala, dan tidak terlalu sering dilakukan. Karena pukul
yang dimaksud dalam perkara ini adalah pukul sebagai cara terakhir agar istri
kembali taat dan patuh kepada suami.’

Akan tetapi, jika kita melihat dalam kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang terdapat dalam Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk adalah
salah satu bentuk seorang suami menyadarkan istri agar tetap mendengarkan
nasihat ibu mertuanya. Namun, cara seorang suami mengingatkan istrinya ini
bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan suami memukul istri
hingga mengakibatkan luka memar terhadap badan istri. Sedangkan dalam
menyadarkan istri yang sedang nusyuz suami diperbolehkan memukul akan
tetapi tidak sampai melukai dan mengenai wajah dan kepala. Pukulan yang
diperbolehkan dalam hal ini adalah pukulan yang mendidik bukan yang

menyakiti.

>Ummu Sufyan, Senarai Konflik..., 6-7.
* Ibid, Abu Malik Kamal, hal 805-806
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B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Penjatuhan Putusan bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor : 399/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

Hukum pidana islam (figih jinayah) merupakan kajian ilmu yang
membahas pendapat para ulama tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan
perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Dalam hukum pidana islam tindak
pidana sering disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Definisi jarimah
menurut al-Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang
dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam
dengan hukuman had atau ta’zir.* Sedangkan untuk definisi jinayah tidak jauh
berbeda dengan pengertian jarimah, yakni perbuatan yang dilarang oleh syara’
baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.”

Berdasarkan pendapat Imam al Mawardi, maka tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan jarimah. Karena
perbuatan kekerasan adalah suatur perbuatan yang dilarang oleh syara’ apalgi
perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Jarimah yang
terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah jarimah
atas selain jiwa.

Tindak pidana atas selain jiwa yang dijelaskan oleh Abdul Qodir
Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain mengenai badannya,
tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Unsur tindak pidana atas selain

jiwa adalah menyakiti, yang dimaksud dengan menyakiti dalam hal ini adalah

* Ibid, A. Djazuli, hal 11
> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum..., 2.
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pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan seperti
pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan. °

Bentuk tindak pidana atas selain jiwa ini dibagi menjadi 5 macam:

1. Tindak pidana terhadap anggota badan, adalah penganiayaan

terhadap anggota badan baik berupa pemotongan ataupun pelukaan.

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan anggota badannya

masih utuh, adalah penganiayaan yang menyebabkan hilangnya
manfaat dari anggota badan, sedangkan anggota badannya masih
utuh.

3. As-Syajjaj, adalah pelukaan khusus pada bagian wajah dan kepala.

4. Jirah, adalah pelukaan yang meliputi selain muka, kepala, dan athraf.

5. Penganiayaan yang selain tindak penganiayaan diatas, penganiayaan

dalam hal ini adalah penganiaayan yang tidak sampai merusak athraf,
atau menghilangkan manfaatnya, tidak pula menimbulkan luka as-
syajjaj atau jirah.

Hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah
gishas, sedangkan hukuman pengganti dalam jarimah ini adalah diyat atau
ta’zir.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak kekerasan yang dilakukan oleh
suami dan ibu mertuanya terhadap istri atau anak menantunya dalam Perkara
Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk adalah termasuk dalam jenis jarimah

penganiaayaan yang kelima. Menurut Hanafiyah sebenarnya hanya membagi

® Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 179.
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tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan
bagian yang kelima, karena bagian kelima ini adalah salah satu tindakan yang
tidak mengakibatkan luka pada athraf (anggota badan), tidak menghilangkan
manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka as-syajjaj atau jirah. Jika
menganut pendapat Hanafiyah makan perbuatan kekerasan dalam rumah
tangga yang terdapat dalam Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk adalah
termasuk dalam jarimah ta’zir. Sedangkan, menurut jumhur fugaha untuk
tindak pidana atas selain jiwa yang selain yang tidak mengakibatkan athraf,
syjjaj, dan jirah, hukumannya adalah ganti rugi yang ketentuannya
diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim dan ini hamper mirip
dengan tazir.’

Jarimah ta’zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman
ta’zir yaitu hukuman selain had, dan qishas-diyat. Secara ringkas dapat
dikatakan bahwa hukuman ta’zir itu adalah hukuman yang belum ditentukan
oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya
maupun pelaksanaannya.® Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga
merupakan bentuk hukuman ta’zir. Karena dalam hal ini, majelis hakim
mempunyai wewenang dalam menjatuhkan hukuman dan menerapakan
putusan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, perbuatan kekerasan yang dilakukan Aris Johan dan

Sunaryah terhadap korban Vili Andini mengakibatkan luka-luka ringan yang

7 Ibid., 217.
® Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 19.
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tidak sampai menghalang-halangi untuk melakukan aktivitas, menurut
Hanafiyah dimasukkan dalam jarimah ta’zir. Akan tetapi, menurut jumhur
ulama tindak pidana atas selain jiwa yang kelima ini dapat dijatuhi hukuman
denda atau ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada ulil amri.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman
bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, merupakan kewenangan ulil amri
dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku jarimah. Kewenangan ulil

amri dalam menjatuhkan hukuman ta’zir adalah untuk kemaslahatan umat.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan
dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk
adalah dengan memilih langsung dakwaan kedua penuntut umum yang
menggunakan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam
rumah tangga. Pertimbangan majelis hakim dalam memilih dakwaan
penuntut umum tidak terlebih dahulu mempertimbangkan dan memeriksa
dakwaan kesatu. Maka dalam hal ini majelis hakim mengabaikan dakwa
kesatu penuntut umum yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-undnag Nomor 23
Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mana ketentua pasal
tersebut lebih tepat untuk dijadikan dasar menjatuhkan putusan bagi
pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, majelis hakim
dalam membuktikan perkara ini belum mencapai tujuan hukum acara yang
mencari kebenaran materiil, bahkan majelis hakim dalam menangani
perkara kekerasan dalam rumah tangga mengabaikan asas lex spesialis
derogate lex generalis yakni ketentuan yang khusus mengenyampingkan
ketentuan yang umum.

2. Dalam hukum pidana Islam pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman

bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukuman ta’zir.
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Karena dalam perkara Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Mjk perbuatan
kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk jarimah penganiayaan
atau tindak pidana atas selain jiwa. Bentuk penganiayaan yang dilakukan
dalam kasus ini adalah penganiayaan yang tidak sampai menlmbulkan luka
anggota badan dan menghilangkan manfaatnya, tidak menimbulkan luka
syajjaj, dan tidak menimbulkan luka jirah. Jarimah penganiayaan ini
dijatuhi hukuman ganti rugi yang ditentukan oleh ulil amri. Hukuman ini
hamper sama dengan hukuman ta’zir.
B. Saran
Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai seseorang yang
berwenang untuk menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana, seharusnya
dalam menjatuhkan putusan hakim harus lebih teliti serta adil bagi para
pihak. Dalam perkara khusus, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan
harus berdasarkan undang-undang yang lebih khusus.
Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu aib keluarga yang harus
ditutup-tutupi, untuk masyarakat jika mengalami atau mengetahui suatu
perbuatan kekerasan dalam rumah tangga harap segera laporkan kepada

penegak hukum (kepolisian).
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